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Pendahuluan

Collaborative Governance dalam Layanan
call center 112

Pelayanan Publik -

Pelayanan publik merupakan fungsi dasar
dari pemerintah, karena pemerintah secara
historis ada dan diadakan untuk memenuhi
kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau
anggotanya

Dalam pelayanan Call Center 112 ini
membutuhkan jalinan komunikasi dan
koordinasi untuk bekerja sama antar
stakeholder yang secara teoritis dinamakan
Collaborative Governance

PerMen Kominfo No. 10 Tahun 2016
tentang Layanan Nomor Tunggal
Panggilan Darurat

Layanan Nomor Panggilan Darurat 112
merupakan sistem layanan masyarakat
terpadu yang digunakan saat terjadi keadaan
darurat dengan menghubungi nomor 112
yang dibangun oleh pemerintah daerah
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Pendahuluan

Tabel 1. Jumlah Pengaduan yang diterima Layanan Panggilan Darurat Call
Center 112 di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2023

Periode Total Panggilan | Informasi Jumlah Panggilan laporan p.engaduan: 26%
Laporan yang diterima Umum Pengaduan dan yang Informasi umum: 74%
Layanan 112 ditangani Layanan 112

Juni2022 269 147 122
Juli2022 | 727 437 290
Agustus 2022 741 445 296
September 2022 657 414 243
Okrt)ober 2022 757 466 591 Kendala CG dalam layanan call center 112
November 2022 849 629 220 di Kabupaten Sidoarjo
;gé g;g igg Banyaknya stakeholder yang terlibat memerlukan
Februari 2023 778 531 197 kolaborasi agar tujuan penyelenggaraan layanan
| Maret 2023 | 834 619 215 call center 112 dapat terealisasikan. Terkendalanya
April 2023 ;’:g ggg 17;‘ jaringan, komunikasi, dan ketanggapan dalam
| Mei2023 15 . S
Juni203 | e 5T — merespon pengaduan masih menjadi permasalahan
(Juli2023 746 613 133 yang dapat menghambat proses kolaborasi.
Agustus 2023 779 621 158 Adanya ketidak-seragaman waktu respon: atau
SEptembe 2023 747 603 144 feedback masing-masing stakeholder terhadap
Oktober 2023 757 617 140 . .
November 2023 605 547 148 penanganan kondisi darurat.
Desember 2023 664 472 192 _ _ universitas .
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana proses kolaborasi yang diterapkan oleh stakeholder ditinjau dari
Collaborative Governance?

Siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi layanan darurat call center
1127
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Metode Penelitian

JENIS PENELITIAN PENENTUAN INFORMAN
Kualitatif Deskriptif Purposive Sampling

Kabid Dinas Kominfo, pelaksana teknis call center 112, Dinas
FOKUS PENELITIAN Perhubungan, dan masyarakat pelapor.

teori Collaborative Governance oleh
Ansel and Gash (2007) yang terdiri dari

5 indikator yakni :
- face to face dialogue Wawacara, Observasi dan Dokumentasi
- trust building
- commitment to the process
- shared understanding
- intermediate outcome - Data Primer
- Data Sekunder
Dinas Kominfo, kantor layanan CC 112 Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

Kab. Sidoarjo
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Hasil

Implementasi layanan darurat 112 melibatkan kolaborasi lintas sektor. Salah satu
kolaborasi lintas sektor yakni Dinas Kominfo dengan Dinas Perhubungan serta PLN.
Setiap stakeholder yang terlibat memiliki tanggungjawab sesuai fungsi masing-
masing dalam menangani permasalahan, salah satunya laporan masalah PJU.

trust building

commitment

face to face dialogue to the process

intermediate outcome  shared understanding
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Pembahasan

1. Face to face dialogue (dialog tatap muka)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dialog tatap muka menjadi salah satu mekanisme penting dalaom
menjaga koordinasi antar instansi yang terlibat dalam sistem layanan 112,

Rapat koordinasi rutin bulanan yang diselenggarakan menjadi sarana untuk menyamakan persepsi mengenai
prosedur penanganan laporan, sekaligus memperkuat komunikasi antara Call Center 112 dan instansi teknis
yang bertanggung jawab terhadap perbaikan PJU.

2. Trust building (membangun kepercayaan)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses membangun kepercayaan (trust building) terjadi melalui
mekanisme kerja yang jelas antara Call Center 112, instansi teknis, dan masyarakat sebagai pelapor.

Adanya proses verifikasi laporan oleh operator call center sebelum informasi diteruskan kepada instansi teknis
merupakan salah satu praktik yang memperkuat kepercayaan. Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Bidang
PJU menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari call center biasanya telah melalui proses pengecekan
awal sehingga informasi yang diterima oleh tim lapangan relatif lebih akurat.
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Pembahasan

3. commitment to the process (komitmen terhadap proses)

Komitmen terhadap proses dalam penanganan laporan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui layanan 112 di

Kabupaten Sidoarjo tercermin dari kepatuhan para pihak terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
telah disepakati bersama.

4. shared understanding (saling memahami)

Pengalihan laporan
kpd instansi teknis

Dalam kolaborasi layanan darurat 112 di Kabupaten Sidoarjo tercermin dari kesadaran setfiap instansi terhadap
batas tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. kesepahaman tersebut memungkinkan proses respons
berjalan lebih cepat karena petugas Call Center telah memahami bahwa laporan terkait lampu jalan padam,
kerusakan instalasi, atau gangguan jaringan listrik menjadi fanggung jawab teknis Dinas Perhubungan.
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Pembahasan

5. intermediate outcome (hasil akhir yang dicapai)

Capaian sementara yang disampaikan oleh Kepala Bidang Diskominfo menunjukkan
adanya peningkatan kinerja dalam penanganan laporan melalui layanan 112 di
Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada aspek kecepatan respons terhadap laporan
gangguan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Berdasarkan data internal, rata-rata waktu tanggap (response time) di wilayah
perkotaan berada pada kisaran 5-10 menit sejak laporan diterima oleh Call Center

112 hingga petugas teknis tiba di lokasi untuk melakukan pengecekan atau
penanganan awal.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem
koordinasi antara Call Center 112 dan tim
teknis Dinas Perhnubungan Bidang PJU telah
berjalan secara efektif dalam merespons
laporan masyarakat.
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Temuan Penting Penelitian

(EINER

layanan
publik

Kecepatan Operasional Persepsi
respon EEVERED masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan
masyarakat pelapor, respons yang
cepat dari petugas menimbulkan rasa
aman dan meningkatkan kepercayaan
terhadap mekanisme pelaporan yang
tersedia.

kolaborasi  antarinstansi  dalam  penanganan  laporan
Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui Tayanan 112 di
Kabupatéen Sidoarjo menunjukkan kesesuaian dengan
indikator-indikator utama Collaborative Governance.

« Dialog tatap muka yang dilakukan melalui rapat koordinasi

« mekanisme pembangunan kepercayaan melalui verifikasi
laporan dan komunikasi dua arah

« komitmen terhadap pelaksanaan prosedur kerjq,

« kesepahaman mengenai pembagian peran antara Call
Center 112 dan Dinas Perhubungan menjadi faktor penting
yang mendukung efektivitas penanganan laporan PJU.

« adanya respons yang relatif cepat ternadap laporan
masyarakat menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut telah
menghasilkan kinerja pelayanan yang nyata.
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Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni :
« Manfaat teoritis :

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi dalaom bentuk informasi dan
pengetahuan, terutama bagi mereka yang tertarik terhadap permasalahan kolaborasi
antar stakeholder layanan darurat 112 dalom upayanya untuk meningkatkan ilmu
administrasi publik

 Manfaat praktis :

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pemikiran dan langkah strategis
bagi pihak pemerintah, khususnya OPD yang berkaitan dengan layanan darurat 112
dalam meningkatkan kualitas kolaborasi pemerintah yakni kebermanfaatan dan
kesetaraan.
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